








Indonesia sebagai negara kesatuan menerapkan sistem pemerintahan daerah berupa sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Sejak reformasi tahun 1998 Indonesia mengubah sistem pemerintahan daerahnya, dari sistem sebelumnya yang menerapkan sistem sentralisasi dimana segala kekuasan dan kewajiban terpusat berada di pemerintahan pusat menjadi sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi yaitu sistem pemerintahan yang menyerahkan segala kekuasaan dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan dan kepentingan masyarakat serta urusan pemerintahannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku. 
Perubahan sistem pemerintahan daerah mendorong pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan pembangunan didaerahnya dengan mengembangkan efektivitas potensi sumber daya, meningkatkatkan kualitas layanan masyarakat, dan memperluas ruang publik bagi masyarakat secara maksimal, sehingga terjadi pemerataan pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pemberian wewenang atas otonomi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas sistem desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 
Pelaksanaan otonomi daerah disertai dengan pengalihan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, salah satunya adalah dana bantuan sosial. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 
Menurut Suharto berdasarkan penelitian Wulandari Arum (2016;2) bantuan sosial dapat berupa tunjangan uang, pelayanan sosial atau barang yang diberikan untuk membantu atau melindungi setiap individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan, sehingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan kualitas hidup dapat meningkat. 
Perbedaan pedoman belanja sosial, ada tidaknya pengungkapan belanja bantuan sosial secara rinci yang disajikan oleh pemerintah daerah merupakan karakteristik setiap pemerintah daerah. Estimasi perbandingan jumlah orang yang menerima bantuan sosial menjadi masalah dalam pembelanjaan. Perkiraan yang diberikan dari total jumlah penerima manfaat termasuk tanggungan merupakan proporsi dari total populasi. Setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik pemerintahan yang khas dari otoritas administratif pemerintah daerahnya. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Dasar dalam penyalurannya didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006. Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada kepala daerah tanpa adanya kontrol, sehingga menimbulkan adanya perbedaan regulasi mengenai bantuan sosial. 
Akhir-akhir ini, banyak terungkap kasus penyelewengan dana bantuan sosial di Indonesia. Pada rentang waktu tahun 2003 hingga 2017. Kasus terakhir adalah kasus penyelewengan dana bantuan sosial oleh Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi. Dalam kasusnya, Heru menyalurkan anggaran dana bansos senilai Rp. 272 miliar yang disalurkan kepada 2000 lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan yang diduga fiktif karena tidak jelas kegiatan dan tujuan sosailnya. (TEMPO.CO). 
Terdapat kasus lain tentang penyelewengan dana Bansos menyangkut Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. KPK mengusut adanya dugaan kasus penyelewengan APBD Sumatera Selatan. Alex terbukti memberikan aliran dana bantuan sosial kepada organisasi sosial dan masyarakat dari dana bantuan sosial dan penerimaan hibah dalam APBD sebesar Rp 1,492 triliun (kompas.com). Hal ini menunjukkan bahwa dana bansos berpeluang sebagai celah untuk melakukan korupsi oleh para koruptor di Indonesia. Pelaku utama korupsi dana bansos paling besar dilakukan oleh kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, anggota dan pimpinan parlemen daerah.
Kasus lain tentang penyelewengan dana bantuan sosial menyangkut mantan kepala Kesbangpol Linmas Sumsel Ikhwanudin dan Laonma PL Tobing yang menjabat sebagai kepala BPKAD Sumsel. Ikhwanudin memberikan aliran dana bantuan sosial kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) tanpa melakukan verifikasi dan evaluasi, dari data yang dibeberkan dana yang dikucurkan sekitar Rp.16 miliar ada 382 dari 2000-an penerima yang bermasalah dan diduga terjadi pertanggung jawaban penggunaan fiktif dan adanya pemotongan kucuran. Adapun Laonma PL Tobing diduga melakukan korupsi bansos dan pencairan dana hibah Rp. 5 miliar. Dana tersebut dibagikan ke 75 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Sumatera Selatan (liputan6.com). Hal ini menunjukkan bahwa dana bantuan sosial berpeluang sebagai celah untuk melakukan korupsi oleh para koruptor di Indonesia. Pelaku utama korupsi dana bantuan sosial paling besar dilakukan oleh kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, anggota dan pimpinan parlemen daerah. 
Akibat banyaknya kasus yang muncul mengenai penyelewengan dana bantuan sosial, maka Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, prosedur untuk penerimaan dan penyaluran dana Bansos menjadi sangat ketat. Pemerintah daerah harus menggunakan dana bansos dan penerimaan hibah dengan penuh tanggung jawab. Namun, peraturan tersebut masih dapat dilanggar karena tidak adanya batasan mengenai jumlah anggaran yang disediakan dan pengawasan dalam penggunaan dana tersebut. 
Penelitian mengenai pengungkapan atas laporan keuangan telah banyak dilakukan di sektor pemerintahan dan sektor swasta. Namun, penelitian yang fokus pada item-item laporan keuangan pemerintah belum banyak dilakukan. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengklasifikasikan belanja bantuan sosial ke dalam belanja operasi yang menjadi salah satu akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Perbedaan regulasi mengenai bantuan sosial menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan dana belanja bantuan sosial tidak dapat terkontrol dengan baik, sehingga menimbulkan adanya kecurangan-kecurangan dalam mengelola dana belanja bantuan sosial (Austin, 2013;20).
Penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia menjelaskan bahwa karakteristik pemerintah daerah memiliki sifat yang khas dari otoritas administratif pada masing-masing daerah. Pengalaman dalam hal administratif keuangan pemerintah daerah yang lebih tua dimungkinkan menjadi faktor penyebab adanya pengaruh tingkat pengungkapan wajib, meskipun pengetahuan sumber daya manusia di pemerintahan daerah mengenai pengetahuan akuntansi masih relatif rendah.
Darmastuti & Setyaningrum (2009) melakukan penelitian yang menguji pengaruh beberapa karakteristik pemerintah daerah yang dikelompokkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal terhadap pengungkapan rincian belanja bantuan sosial di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKPD. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kapasitas fiskal, legislature size, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, ukuran pemerintah daerah, umur administratif pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, pembiayaan utang, dan intergovernmental revenue. Hasil penelitian membuktikan bahwa 2 dari 9 variabel independen yang diuji, yaitu variabel pembiayaan utang dan intergovernmental revenue berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.
Pengawasan dalam penggunaan dana Bansos dapat dilakukan dengan mengakses laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang menunjukkan adanya keterbukaan dari pemerintah daerah akan pengelolaan daerahnya. Namun, kurangnya transparansi pemerintah akan informasi pemerintahan menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pengungkapan akan laporan keuangan pemerintahan. 
Pengungkapan dibagi menjadi dua macam, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang harus disampaikan karena suatu peraturan yang sudah dibuat oleh badan otoriter tentang informasi tertentu (Chariri & Ghazali, 2003). Dalam pemerintahan, digunakan pengungkapan wajib untuk mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diperlukan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. 
Pengungkapan wajib atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap SAP di Indonesia masih sangat rendah. SAP telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (Lesmana, 2010). SAP menjadi salah satu dasar dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SAP memberikan informasi mengenai penyajian yang diharuskan dalam laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN.
Intergovernmenal revenue atau lebih dikenal dengan dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Penelitian yang dilakukan Setyaningrum & Syafitri (2012) menunjukkan semakin besar intergovernemental revenue mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengungkapan   laporan   keuangan   sebagai   bentuk   pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal
Organisasi dengan level pembiayaan utang yang tinggi akan diminta untuk menerbitkan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum. Kepatuhan terhadap standar serta pengungkapan yang memadai adalah informasi yang penting bagi kreditur. Dengan informasi tersebut, digunakan kreditur untuk menilai dan mengawasi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Maka dari itu leverage digunakan untuk menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko tidak terbayarnya suatu utang
Tingkat kekayaan suatu daerah dapat dilihat melalui jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setyaningrum & Syafitri (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun anggaran 2008 dan 2009. Dari 9 variabel yang digunakan, hanya 4 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan, yaitu ukuran legislative, umur administrative pemda, kekayaan pemda, dan intergovernmental revenue.
Berdasarkan latar belakang judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Intergovermental Revenue, Leverage, dan Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada ​Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017”.

1.2	Perumusan Masalah 	
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:
1.	Apakah intergovernmental revenue berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan belanja  bantuan sosial? 
2.	Apakah Leverage berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial? 
3.	Apakah kekayaan daerah berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial? 
4.	Apakah intergovernmental revenue, Leverage, dan kekayaan daerah berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial? 

1.3 	Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan intergovernmental revenue, pembiayaan utang, dan kekayaan daerah dan pengungkapan belanja bantuan sosial pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian di Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan.


1.4	      Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1	Tujuan Penelitian
	Tujuan Penulisan yang didapatkan dari penelitian ini adalah:
1.	Untuk menganalisis dan untuk mengetahui pengaruh intergovernmental revenue, Leverage, dan kekayaan daerah secara parsial terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 
2.	Untuk menganalisis dan untuk mengetahui pengaruh intergovernmental revenue, Leverage, dan kekayaan daerah secara simultan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

1.4.2	Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat yaitu :
1.	Bagi Penulis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara mendalam bagi penulis khususnya mengenai pengaruh intergovernmental revenue, Leverage, dan kekayaan daerah terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan baik secara parsial maupun simultan.
2.	Bagi Politeknik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perpustakaan dan bahan perbandingan penelitian bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang tertarik dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah.
3.	Bagi Instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau evaluasi atas kinerja pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat membuat peraturan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

1.5  Sistematika Penulisan
	Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:
BAB I	PENDAHULUAN
Bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II		TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi teori-teori yang mendasari penyusunan laporan skripsi dengan mengemukakan teori-teori dan literatur yang mendukung pembahasan dari permasalan yang ada.
BAB III	METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang jenis yang penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi, tempat dan waktu dalam melaksanakan penelitian, variabel variabel yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.
BAB IV	PEMBAHASAN





Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian.
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